BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR { TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG BERTUGAS SEBAGAI CARIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil
guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Jepara dipandang perlu adanya Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara,

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 ayat (2b)
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa perlu
adanya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi
Kerja Untuk Carik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jepara,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Prestasi Kerja Untuk Pegawai Negeri Sipil
Daerah Yang Bertugas Sebagai Carik;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 -tentang



10.

11.

12

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor
11):



14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun

2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor

Menetapkan

4);

MEMUTUSKAN :

NEGERI SIPIL DAERAH YANG BERTUGAS SEBAGAI CARIK

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

10.

Daerah adalah Kabupaten Jepara

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Jepara;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;

Camat adalah pemimpin dan  koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten ;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di
Kabupaten Jepara ;

Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa ;

Carik adalah Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
bertugas membantu Petinggi dalam bidang tertib administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja untuk Carik adalah
tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan berdasarkan prestasi kerja yang terdiri dari tambahan

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA UNTUK PEGAWAI



BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI CARIK
Pasal 2

(1) Carik diberikan tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
setiap bulan.

(2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Carik tidak diberikan
tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 44
Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah
Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan
Profesi.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2. Januari 2013

PATI JEPARA,

e fo

AHMA MAéZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA

SHPLIH



